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Abstract – The downstream processing of crude palm oil (CPO) is one of the strategies to increase 

the added value of the palm oil industry, promote economic growth, and support sustainable 

development in Riau Province. Downstream processing involves transforming CPO into various 

value-added products, such as cooking oil, biodiesel, oleochemicals, and other derivative products. 
This study aims to examine the development of CPO downstream processing in Riau, particularly 

from technological, economic, social, environmental, policy, and governance perspectives. This 

study employs a Systematic Literature Review (SLR) method. The findings show that 

technological developments, including advanced extraction, refining technologies, and lean 
manufacturing, can improve the efficiency and added value of palm oil products. However, CPO 

downstream processing still faces several challenges, particularly in ensuring equitable economic 

benefits, environmental management, policy implementation, and coordination among 

stakeholders. The use of digital technology also has the potential to improve the efficiency and 
governance of the palm oil industry, but it requires stronger policy support and community 

involvement. Therefore, stronger collaboration among the government, industry, communities, 

and academia is needed to ensure that CPO downstream processing in Riau develops in an 

inclusive and sustainable manner and provides broader benefits to society. 

Keywords: CPO downstream processing, palm oil industry, Riau Province, added value, 

sustainability, governance. 

Abstrak   Hilirisasi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) merupakan salah satu strategi 

untuk meningkatkan nilai tambah industri sawit, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan 
mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau. Hilirisasi dilakukan melalui pengolahan 

CPO menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti minyak goreng, biodiesel, oleokimia, dan 

produk turunan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan hilirisasi CPO di 

Riau, khususnya dari aspek teknologi, ekonomi, sosial, lingkungan, serta kebijakan dan tata kelola. 
Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review.. Hasil kajian menunjukkan bahwa 

perkembangan teknologi, seperti teknologi ekstraksi, pemurnian, dan lean manufacturing, dapat 

meningkatkan efisiensi dan nilai tambah produk sawit. Namun, hilirisasi CPO masih menghadapi 

berbagai tantangan, terutama dalam pemerataan manfaat ekonomi, pengelolaan lingkungan, 
penerapan kebijakan, dan koordinasi antar-pihak. Pemanfaatan teknologi digital memiliki peluang 

untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola industri sawit, tetapi masih membutuhkan dukungan 

kebijakan dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antara 

pemerintah, industri, masyarakat, dan akademisi agar hilirisasi CPO di Riau dapat berkembang 

secara inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. 

Kata kunci: hilirisasi CPO, industri sawit, Provinsi Riau, nilai tambah, keberlanjutan, tata kelola. 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 
 

Minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) merupakan salah satu komoditas strategis yang berkontribusi signifikan 

terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam mendukung perkembangan sektor agroindustri. Provinsi Riau dikenal sebagai 

salah satu sentra utama produksi kelapa sawit nasional, sehingga pertumbuhan industri kelapa sawit turut memengaruhi dinamika 

perekonomian serta kehidupan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Tingginya potensi produksi CPO menjadi peluang strategis bagi 

Riau untuk tidak hanya berfungsi sebagai wilayah penghasil bahan baku, tetapi juga mengembangkan industri hilir berbasis kelapa 

sawit melalui pengolahan produk yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah tersebut melalui hilirisasi industri sawit. Hilirisasi merupakan proses 

pengolahan CPO menjadi berbagai produk turunan, seperti minyak goreng, biodiesel, oleokimia, dan produk olahan lainnya. 

Pengembangan hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas sawit, menciptakan lapangan kerja, memperkuat 
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industri dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain memberikan manfaat ekonomi, hilirisasi menjadi bagian 

dari upaya meningkatkan daya saing industri sawit Indonesia dalam menghadapi perkembangan pasar global. 

Pengembangan hilirisasi CPO di Riau masih menghadapi berbagai tantangan. Manfaat ekonomi dari industri sawit belum 

sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, sementara persoalan lingkungan seperti degradasi lahan, limbah industri, 

dan keberlanjutan perkebunan masih menjadi perhatian. Di sisi lain, kebijakan hilirisasi melibatkan berbagai kepentingan dan lembaga 

sehingga pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dan tata kelola yang baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan 

hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh peningkatan teknologi produksi, tetapi juga oleh faktor ekonomi, sosial, lingkungan, kebijakan, 

dan hubungan antar pemangku kepentingan. 

Perkembangan teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk hasil hilirisasi. Berbagai 

inovasi dalam proses ekstraksi, pemurnian, pengolahan, serta penerapan lean manufacturing dan teknologi digital dapat mendukung 

peningkatan produktivitas dan nilai tambah industri sawit. Namun, penerapan teknologi tersebut perlu disertai dengan kebijakan yang 

mendukung, sumber daya manusia yang memadai, serta keterlibatan masyarakat agar manfaat hilirisasi dapat dirasakan secara lebih 

luas. 

Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan kajian yang melihat hilirisasi CPO secara lebih menyeluruh. Kajian tidak hanya 

berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga memperhatikan dampak ekonomi, sosial, lingkungan, serta kebijakan dan tata kelola. 

Pendekatan tersebut penting karena penelitian mengenai hilirisasi CPO selama ini berasal dari berbagai bidang ilmu, seperti teknik 

industri, ekonomi, ilmu lingkungan, kebijakan publik, dan pembangunan pedesaan. Kajian yang mengintegrasikan berbagai perspektif 

tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan hilirisasi CPO di Riau. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review mengenai hilirisasi CPO di Provinsi Riau. Kajian 

mencakup penelitian di bidang teknologi industri, ekonomi, lingkungan, kebijakan publik, dan pembangunan masyarakat. Melalui 

kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan teknologi hilirisasi, menganalisis dampak sosial-

ekonomi dan lingkungan, serta mengkaji kebijakan dan tata kelola yang memengaruhi perkembangan hilirisasi CPO di Riau. Hasil 

kajian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peluang dan tantangan pengembangan hilirisasi CPO di Riau serta menjadi 

bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendorong peningkatan nilai tambah, pemerataan manfaat ekonomi, 

perlindungan lingkungan, dan penguatan daya saing industri sawit secara berkelanjutan. 

 
 

II. PENELITIAN YANG TERKAIT 
 

Yulia Setia Lestari, Muzzar Kresna, Nur Hadiati Endah, Nailatalmuna Nitrasatri Atmaja, Irwanto E. P., dan Brian 

Pratistha (2025) melakukan penelitian berjudul “Policy Strategy to Stimulate Indonesia’s Palm Oil Downstream 

Industries.” Penelitian ini membahas strategi kebijakan untuk mendorong pengembangan industri hilir kelapa sawit di 

Indonesia. Kajian tersebut melihat beberapa kelompok industri hilir, antara lain oleo-food, oleokimia, dan bioenergi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk mengidentifikasi strategi kebijakan 

yang dapat mendukung pengembangan industri hilir sawit. Penelitian tersebut relevan karena menunjukkan bahwa 

pengembangan hilirisasi tidak hanya membutuhkan peningkatan produksi, tetapi juga kebijakan yang mampu mendorong 

investasi, pengembangan industri, dan peningkatan nilai tambah. 

Taufiqur Rachman, Marimin, Andes Ismayana, dan Sugiarto (2024) melakukan penelitian berjudul “Model 

Development of a Downstreaming Policy for Crude Palm Oil for Domestic and Export Needs: A Systematic Literature 

Review and Future Agendas.” Penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review dengan pendekatan PRISMA 

dan menganalisis 104 artikel mengenai kebijakan alokasi dan hilirisasi CPO di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan 

adanya kebutuhan untuk mengembangkan model kebijakan yang lebih dinamis, termasuk penggunaan Soft System 

Dynamic Methodology, pemodelan prediktif, simulasi sistem, serta pengembangan skenario kebijakan hilirisasi. Penelitian 

ini memiliki kesamaan yang kuat dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama menggunakan pendekatan kajian 

literatur untuk memahami arah kebijakan hilirisasi CPO. Perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pengembangan 

model kebijakan, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada teknologi, dampak sosial-ekonomi dan lingkungan, 

serta tata kelola hilirisasi CPO di Riau 

Hariyanti, Syahza, dan Zulkarnain (2024) melalui penelitian “Economic Transformation Based on 

LeadingCommodities through Sustainable Development of the Oil Palm Industry” mengkaji transformasi ekonomi 

berbasis komoditas unggulan melalui pengembangan industri kelapa sawit berkelanjutan. Penelitian ini secara khusus 

mengambil konteks Bengkalis, Provinsi Riau, dan menggunakan pendekatan mixed methods. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa industri kelapa sawit memiliki peran penting dalam transformasi ekonomi daerah, tetapi 

pengembangannya perlu memperhatikan aspek keberlanjutan. Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan kajian 

mengenai hilirisasi CPO karena sama-sama menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas strategis dalam transformasi 

ekonomi Riau 

.Prima Gandhi dan Fumie Takanashi (2025) melakukan penelitian berjudul “Sustainable Palm Oil Downstream 

Value Chain in Industrial Zones: A Case Study in Riau Province, Indonesia.” Penelitian ini secara khusus membahas 

rantai nilai hilir kelapa sawit di kawasan industri Riau dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, tata kelola, kawasan 

industri, dan rantai nilai. Penelitian tersebut relevan karena memperlihatkan bahwa pengembangan hilirisasi sawit perlu 

dilihat sebagai bagian dari rantai nilai yang melibatkan berbagai aktor, bukan hanya sebagai kegiatan pengolahan CPO. 

Penelitian ini juga memperkuat argumentasi bahwa tata kelola dan koordinasi antaraktor merupakan bagian penting dalam 

membangun industri hilir sawit yang berkelanjutan  

Donald Siahaan, Ilmi Fadhilah Rizki, Frisda Rimbun Panjaitan, Manda Edy Mulyono, Brahmani Dewa Bajra, dan 



Kenepri, Strategi Hilirisasi Minyak Sawit …| 95 

Mulki Salendra Kusumah (2025) melakukan penelitian berjudul “Factors Affecting Crude Palm Oil Quality Across the 

Supply Chain and Implications for Downstream Industries in North Sumatra and Riau.” Penelitian ini menganalisis faktor-

faktor yang memengaruhi kualitas CPO sepanjang rantai pasok, mulai dari produksi tandan buah segar, pengolahan di 

pabrik kelapa sawit, transportasi, penyimpanan, hingga kebutuhan industri hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kualitas CPO menjadi faktor penting bagi pemenuhan kebutuhan industri hilir. Penelitian ini relevan dengan kajian yang 

dilakukan karena menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan kapasitas industri, 

tetapi juga oleh kualitas bahan baku dan pengelolaan rantai pasok. 

. 

III. METODE PENELITIAN 
 

ekonomi di tingkat komunitas sebagian besar diinferensikan dari studi kasus, bukan survei regional yang komprehensif. 

Keterbatasan-keterbatasan ini menjadi pertimbangan penting dalam menafsirkan temuan kajian Kajian ini menggunakan 

pendekatan tinjauan literatur sistematis (systematic literature review) yang mengumpulkan temuan dari artikel jurnal terindeks 

Scopus, laporan kebijakan, dan studi pemodelan dengan fokus wilayah kajian pada Provinsi Riau, Indonesia. Sintesis dilakukan 

melalui empat tahap utama sebagai berikut. 

Tinjauan Literatur Sistematis: penerapan metodologi PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses) dan analisis bibliometrik untuk mengidentifikasi dan mengategorikan studi yang relevan. Meta-Analisis: agregasi 

temuan empiris terkait dampak teknologi, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan dari berbagai studi yang ditelaah. Pendekatan 

Pemodelan: penelaahan simulasi dinamis, model Computable General Equilibrium (CGE), dan model berbasis agen (agent-based 

model) untuk analisis skenario kebijakan. Studi Kasus: penelaahan mendalam terhadap proyek percontohan dan intervensi di 

tingkat komunitas. 

Artikel-Artikel yang relevan dengan tema hilirisasi CPO di Riau dan konteks Indonesia yang lebih luas berhasil 

diidentifikasi dan disintesis dalam kajian ini. Sebagian besar studi berfokus pada Provinsi Riau, sedangkan sebagian temuan lain 

diekstrapolasi dari konteks Indonesia atau Asia Tenggara secara lebih luas mengingat keterbatasan data pada tingkat 

kabupaten/kota. Data mengenai pilot proyek transformasi digital terbaru dan integrasi penuh Industri 4.0 masih tergolong terbatas, 

sementara efektivitas kebijakan pada umumnya dinilai melalui pendekatan kualitatif atau proyeksi berbasis model, bukan hasil 

empiris jangka panjang. Dampak lingkungan dan sosial. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Penelitian strategi hilirisasi CPO di Provinsi Riau berkembang melalui berbagai pendekatan yang mencakup inovasi teknologi, 

peningkatan manfaat ekonomi dan sosial, penguatan keberlanjutan lingkungan, kebijakan dan tata kelola, serta transformasi digital. 

Berbagai pendekatan tersebut menunjukkan adanya peluang peningkatan nilai tambah dan efisiensi industri, meskipun masih terdapat 

tantangan dalam pemerataan manfaat, pengelolaan lingkungan, kesiapan teknologi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan 

4.1 Inovasi Teknologi dalam Hilirisasi CPO 

Kajian literatur menunjukkan bahwa pemurnian dan ekstraksi CPO melalui teknologi membran terus berkembang pesat. 

Ultrafiltrasi (UF) berbasis membran polyethersulfone (PES) mampu mencapai tingkat penyisihan fosfolipid lebih dari 99%, 

menawarkan alternatif bebas bahan kimia untuk proses degumming meskipun kurang efektif dalam menyisihkan asam lemak bebas 

(Aryanti et al., 2018). Membran polipropilena (PP) superhidrofobik dan membran PVDF termodifikasi juga terbukti meningkatkan 

penyisihan air dan padatan, dengan pemulihan fluks dan resistansi terhadap fouling yang lebih baik (Wenten et al., 2019), (Widiastuti 

et al., 2022). Sementara itu, ekstraksi-distilasi terintegrasi untuk pemulihan minyak dari spent bleaching earth (SBE) terbukti mampu 

mengurangi limbah berbahaya sekaligus memungkinkan pemulihan sumber daya (Amalina et al., 2026). 

Pada aspek lean manufacturing, pendekatan Value Stream Mapping (VSM) dan Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

digunakan untuk mengidentifikasi dan meminimalkan pemborosan (waste), dengan kualitas bahan baku sebagai faktor penentu utama 

(Susilawati et al., 2023). Analisis Data Envelopment Analysis dan SWOT turut merekomendasikan pertanian organik, digitalisasi, dan 

perluasan akses pembiayaan bagi petani swadaya sebagai langkah strategis peningkatan efisiensi (Kurniati et al., 2026). Di sisi kontrol 

proses, teknologi near-infrared (NIR) terbukti mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan mempercepat waktu analisis di 

pabrik dan kilang (Simanjuntak et al., 2020), sementara sistem kontrol suhu untuk pemulihan etanol turut meningkatkan efisiensi 

ekstraksi berkelanjutan (Abdurrakhman et al., 2025). 

Terkait pengendalian fouling, mekanisme penyumbatan lapisan cake/gel diidentifikasi sebagai mekanisme fouling dominan 

pada membran UF, terutama dengan keberadaan asam oleat (Aryanti et al., 2020). Berbagai strategi pengendalian—ozonasi, digesti 

anaerobik, dan pembersihan kimia yang disesuaikan (misalnya dengan NaOH atau asam)—terbukti mengurangi frekuensi pembersihan 

dan memulihkan fluks, sehingga meningkatkan efektivitas biaya jangka panjang (Zulhendri et al., 2025), (Said et al., 2014), (Aryanti 

et al., 2017). Air scouring dan sistem hibrida oksidasi lanjutan/UF bahkan mampu mencapai pemulihan fluks lebih dari 90% (Wenten 

et al., 2019), (Martini & Ang, 2019), sementara integrasi pra-perlakuan dan protokol pembersihan terbukti menekan biaya operasional 

dan memperpanjang usia pakai membran (Zulhendri et al., 2025), (Ratman et al., 2021). 

Pada aspek valorisasi limbah terintegrasi, ekstraksi berbasis pelarut dan distilasi mampu menekan kandungan minyak SBE 

hingga di bawah 3%, sehingga limbah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai limbah tidak berbahaya dan dapat dimanfaatkan lebih 

lanjut (Amalina et al., 2026). SBE yang diaktivasi asam dan dikalsinasi dapat digunakan kembali sebagai adsorben, sehingga 

mengurangi beban lingkungan (Iryani et al., 2023), sementara konsorsium bakteri lipolitik indigen terbukti mampu mendegradasi 

minyak residu dalam SBE hingga 1% dalam waktu 59 hari (Widjajanti & Soleha, 2023). SBE dan serat limbah sawit juga terbukti 

dapat meningkatkan sifat beton ringan, membuka jalur valorisasi bagi produk sampingan padat (Budiman et al., 2020), dengan 

kelayakan teknoekonomi yang menjanjikan—skenario pemulihan minyak dan valorisasi SBE menghasilkan IRR lebih dari 23% dan 

periode pengembalian kurang dari 4 tahun (Adiarso et al., 2024). 
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Dari sisi kelembagaan, belanja penelitian dan pengembangan (R&D) terbukti secara signifikan meningkatkan nilai 

perusahaan, terutama pada perusahaan berskala besar (Hutauruk, 2024), sementara pengembangan sumber daya manusia dan 

pemberdayaan komunitas menjadi faktor krusial bagi diversifikasi hilirisasi yang berkelanjutan (Hariyanti et al., 2024), (Kurniati et 

al., 2025). Kesiapan petani, pendampingan teknis, dan pembiayaan inklusif menjadi prasyarat penting bagi keterlibatan petani swadaya 

dalam kegiatan pengolahan (Hasnah et al., 2026), sedangkan komitmen pemerintah daerah terhadap regulasi dan program 

pemberdayaan tetap menjadi kunci keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan (David et al., 2023). Secara keseluruhan, 

inovasi teknologi di sektor CPO Riau terus berkembang, dengan pemurnian berbasis membran, lean manufacturing, dan valorisasi 

limbah sebagai garda terdepan; namun tantangan operasional seperti fouling dan pengelolaan limbah, serta kebutuhan sumber daya 

manusia terampil, tetap menjadi pekerjaan rumah yang menegaskan pentingnya strategi R&D dan peningkatan kapasitas yang 

terintegrasi (Aryanti et al., 2018), (Amalina et al., 2026), (Hariyanti et al., 2024). 

4.2 Dampak Ekonomi dan Sosial terhadap Petani Swadaya dan Masyarakat 

Hilirisasi terbukti meningkatkan pendapatan rumah tangga dan membuka peluang kerja, sehingga mendukung pemberdayaan 

ekonomi lokal (Syahza et al., 2023), (Mehraban et al., 2021). Model pertanian korporat dan koperasi turut memperbaiki akses terhadap 

pembiayaan, teknologi, dan infrastruktur, sehingga memungkinkan penciptaan nilai tambah (Witjaksono et al., 2024). Meski demikian, 

petani swadaya masih menghadapi kendala legalitas lahan, akses modal yang terbatas, dan dukungan kelembagaan yang lemah, yang 

membatasi kemampuan mereka untuk menikmati manfaat hilirisasi secara maksimal (Siregar et al., 2024). Aktivitas di luar sektor 

pertanian (off-farm) dan hilirisasi terbukti membantu menstabilkan pendapatan serta mengurangi risiko ekonomi bagi petani swadaya 

(Mehraban et al., 2021). Namun demikian, distribusi keuntungan yang asimetris, ketidakpastian penguasaan lahan, dan celah kebijakan 

tetap melanggengkan kemiskinan di tengah pertumbuhan industri (Ayompe et al., 2021), (Benoit, 2022). 

Pada tataran yang lebih luas, studi keseimbangan umum terhitung (Computable General Equilibrium/CGE) di Sumatera Utara 

menunjukkan bahwa hilirisasi memberikan dampak positif signifikan terhadap PDB, investasi, ekspor, dan upah riil pada tingkat 

regional maupun nasional, meskipun turut menciptakan disparitas ekonomi antarwilayah, terutama bagi daerah penghasil CPO seperti 

Riau dan Jambi (Rifa'i, 2025). Sektor hilir seperti minyak goreng, kosmetik, dan sabun mengalami lonjakan investasi yang tinggi, 

sementara sektor hulu justru mengalami kontraksi (Rifa'i, 2025). Pada tingkat kebijakan makro, kebijakan mandat biodiesel yang 

progresif (B30, B35, B40) memang mendorong hilirisasi domestik, tetapi berpotensi menimbulkan kerugian ekspor CPO yang 

melampaui penghematan impor solar, sekaligus mendorong ekspansi lahan yang harus diantisipasi secara cermat (Halimatussadiah et 

al., 2021), (Bahtera et al., 2026). 

Studi berbasis kabupaten juga memperlihatkan pola serupa. Di Papua Selatan, analisis rantai nilai mengungkap distribusi 

keuntungan yang timpang, dengan pabrik kelapa sawit (PKS) menyerap 56,2% dari total nilai tambah dibandingkan hanya 21,7% yang 

diterima petani (Simatupang et al., 2026). Studi di Papua (Merauke) menunjukkan bahwa ekspansi tanpa moratorium dapat 

meningkatkan produksi secara signifikan namun juga menaikkan volume limbah dan tenaga kerja secara proporsional, sehingga 

memerlukan strategi komprehensif yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan 

komunitas (David et al., 2023). Persoalan serupa turut ditemukan di luar Indonesia, misalnya di Rumonge, Burundi, di mana relasi 

kuasa, ketidakpastian penguasaan lahan, dan keterbatasan akses pembiayaan serta teknologi menghambat kontribusi petani kecil 

terhadap pengentasan kemiskinan (Benoit, 2022). 

Sementara itu, dukungan finansial dan teknologi terbukti paling efektif ketika diintegrasikan dengan peningkatan kapasitas, 

kemitraan, dan investasi infrastruktur (Hariyanti et al., 2024). Subsidi sertifikasi, legalisasi lahan, dan layanan penyuluhan menjadi 

faktor kritis bagi keterlibatan petani swadaya (Pratama et al., 2026), (Lim et al., 2023), meskipun ketidakseimbangan penggunaan 

pupuk, mutu benih yang buruk, dan dukungan kelembagaan yang terbatas masih menekan produktivitas dan keberlanjutan (Lim et al., 

2023). Secara umum, hilirisasi berpotensi mentransformasi perekonomian lokal, tetapi hambatan struktural dan tantangan lingkungan 

yang persisten membatasi manfaatnya; pengelolaan berbasis komunitas dan program dukungan terintegrasi menjadi kunci bagi hasil 

yang inklusif dan berkelanjutan (Syahza et al., 2023), (Pratama et al., 2026). 

4.3 Keberlanjutan Lingkungan 

Praktik pengelolaan yang buruk, penggunaan pestisida berbahaya, dan ekspansi ke lahan sensitif secara ekologis terus 

mendorong pencemaran dan hilangnya keanekaragaman hayati di kawasan sentra sawit (Zainuri et al., 2021), (Syafrani et al., 2022). 

Studi di Riau menemukan bahwa sekitar 70% pestisida yang digunakan perusahaan sawit tergolong berbahaya menurut kriteria WHO, 

termasuk penggunaan glifosat dan parakuat yang telah dilarang di banyak negara (Syafrani et al., 2022). Di sisi lain, keterlibatan 

komunitas lokal dalam reboisasi dan pembersihan aliran sungai terbukti memulihkan keanekaragaman hayati dan mengurangi 

pencemaran, sekaligus memperkuat kohesi sosial dan meredakan konflik dengan perusahaan perkebunan (Vitiara et al., 2025). 

Pada aspek pengelolaan limbah, sebagian besar limbah petani swadaya masih dibiarkan terurai secara alami, sehingga standar 

pengelolaan dan valorisasi limbah menjadi kebutuhan mendesak (Ilhami et al., 2024). Analisis di Riau memperkirakan volume limbah 

perkebunan sawit swadaya akan meningkat hingga 236,37 juta ton dalam dekade mendatang, dengan sekitar 80% komunitas lokal 

masih menangani limbah perkebunan hanya dengan cara membiarkannya terurai di lahan (Ilhami et al., 2024). Pendekatan berbasis 

Analytical Hierarchy Process (AHP) yang diterapkan pada limbah organik menunjukkan bahwa teknologi bio-konversi—seperti 

pengomposan, pengolahan larva black soldier fly, dan produksi eko-enzim—lebih disukai dibandingkan teknologi termal karena risiko 

lingkungan dan biaya modal yang lebih rendah serta tingkat penerimaan komunitas yang lebih tinggi (Gunamantha et al., 2026). Studi 

kasus pengelolaan sampah berbasis komunitas di Yogyakarta juga menegaskan bahwa pendekatan zero-waste berbasis ekonomi 

sirkular mampu memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi sekaligus, sebagaimana ditunjukkan oleh keberhasilan program 

pengelolaan sampah di Desa Sukunan (Kurniawan et al., 2021). 

Pada tataran kebijakan, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan dana bagi hasil dari sektor sawit diarahkan 

untuk mendorong keberlanjutan, tetapi adopsi dan penegakannya masih terbatas (Rauf et al., 2024), (Arhian et al., 2024). Studi di 

Kabupaten Sintang menunjukkan bahwa dari puluhan perusahaan sawit yang beroperasi, hanya sebagian kecil yang telah menerapkan 

pengelolaan limbah dan lahan secara berkelanjutan, meskipun dana bagi hasil telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur 

(Arhian et al., 2024). Perbandingan kebijakan mitigasi limbah di Tangerang Selatan turut memberikan pelajaran penting bahwa 

keberhasilan pengelolaan limbah memerlukan kombinasi peningkatan kapasitas pemerintah, insentif, dan kolaborasi sektor publik-

swasta (Salam et al., 2025). 

4.4 Kerangka Kebijakan dan Pengaruh Regulasi 
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Restrukturisasi bea keluar ekspor dan mandat pencampuran biodiesel (B30, B35, B40) telah menggeser orientasi kebijakan 

dari ekspor CPO mentah menuju penciptaan nilai tambah domestik, meskipun turut menurunkan volume ekspor CPO dan menciptakan 

dinamika pasar baru yang perlu diantisipasi (Nur'Aeni et al., 2024), (Halimatussadiah et al., 2021), (Bahtera et al., 2026). Sertifikasi 

ISPO dan moratorium sawit dimaksudkan untuk menyelaraskan praktik industri dengan standar keberlanjutan, tetapi implementasi 

dan penegakannya masih menghadapi tantangan berat (Rauf et al., 2024), (Pratama et al., 2026). Kebijakan tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR) yang diwajibkan secara regulasi pun kerap kali kurang transparan dan tidak selaras dengan kebutuhan komunitas 

setempat (Haq et al., 2020), (Zulfah et al., 2025). 

Pada tingkat implementasi, tata kelola kebijakan di Riau masih terkendala oleh perkebunan ilegal, penegakan hukum yang 

lemah, dan keterbatasan pengembangan industri hilir (Rauf et al., 2024). Ditemukan sekitar 1,628 juta hektare perkebunan sawit ilegal 

yang berada di dalam kawasan hutan, sementara luas areal dan panen justru menurun akibat tanaman tua yang rusak, produktivitas 

rendah, sarana-prasarana yang tidak memadai, serta penerapan teknologi yang masih terbatas (Rauf et al., 2024). Program Peremajaan 

Sawit Rakyat (PSR) menunjukkan perbaikan melalui reformasi birokrasi, meski masih menghadapi kendala sertifikasi benih dan 

penguasaan lahan (Mayarni et al., 2024), (Candra et al., 2026). Pendekatan green policing berbasis kolaborasi lintas lembaga pun 

tengah diujicobakan untuk menekan perkebunan ilegal dan mendorong sertifikasi, dengan merujuk pada pengalaman penegakan 

hukum lingkungan di Inggris dan Skotlandia sebagai pembanding (Rinaldi et al., 2026), (Pramudya et al., 2022). 

Model tata kelola multipihak yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, koperasi, dan organisasi nonpemerintah dinilai 

esensial bagi hilirisasi yang berkelanjutan, namun kerap terhambat oleh fragmentasi kelembagaan dan ketimpangan relasi kuasa 

(Hasnah et al., 2026), (Alkaf et al., 2026), (Rusli et al., 2022). Pendekatan terintegrasi di Kabupaten Pelalawan menjadi contoh potensi 

inovasi dan manfaat inklusif melalui pengembangan kawasan teknopolitan berbasis sawit yang melibatkan pemerintah, akademisi, 

pelaku usaha, dan komunitas secara bersama-sama (Rusli et al., 2022). 

Sementara itu, efektivitas program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kerap kali kurang melibatkan partisipasi 

komunitas dan cenderung berfokus pada pemberdayaan ekonomi semata, sehingga membatasi dampaknya terhadap pengentasan 

kemiskinan dan keberlanjutan (Firdaus et al., 2024), (Widhagdha et al., 2019). Kajian di Provinsi Riau mengungkap bahwa 

implementasi CSR belum optimal, dengan tingkat kemiskinan yang masih berada pada angka 8,42%, sehingga transparansi alokasi 

dana dan hasil program CSR tetap menjadi tantangan besar (Firdaus et al., 2024), (Pujiyono et al., 2017). Studi tentang relasi sosial 

komunitas penerima manfaat CSR PT Pertamina di Sungai Pakning, Riau, turut menegaskan bahwa kualitas relasi bonding, bridging, 

dan linking berdampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi CSR di tingkat komunitas (Widhagdha et al., 2019). Secara 

keseluruhan, kerangka kebijakan hilirisasi CPO di Riau terus berkembang tetapi masih terfragmentasi dan diterapkan secara tidak 

konsisten; tata kelola multipihak yang lebih kuat serta transparansi CSR yang lebih baik menjadi kunci penyelarasan tujuan ekonomi, 

sosial, dan lingkungan (Rauf et al., 2024), (Hasnah et al., 2026), (Pujiyono et al., 2017). Perbandingan lintas negara antara Indonesia 

dan Malaysia turut menunjukkan bahwa kedua negara produsen CPO terbesar dunia ini masih menghadapi kesenjangan regulasi serupa 

terkait keberlanjutan lingkungan, penguasaan lahan, dan hak-hak pekerja, sehingga reformasi hukum yang komprehensif dan dapat 

ditegakkan menjadi kebutuhan bersama di kawasan (Hamzah et al., 2026). 

4.5 Transformasi Digital dan Pemodelan Dinamis 

Sedikitnya 22 hambatan yang terbagi dalam tujuh kategori teridentifikasi sebagai penghalang adopsi Industri 4.0 pada rantai 

pasok CPO di Indonesia, yang memerlukan investasi, pelatihan, dan infrastruktur pendukung untuk mengatasinya (Pasaribu et al., 

2025). Perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa rantai pasok CPO Indonesia masih menghadapi persoalan keunggulan 

komparatif yang relatif rendah, inefisiensi, mutu produk yang belum optimal, dan transparansi yang terbatas, sehingga integrasi 

Industri 4.0 dipandang mendesak untuk memperkuat daya saing rantai pasok (Pasaribu et al., 2025). 

Alat digital seperti aplikasi seluler, manajemen kontrak digital, dan blockchain berpotensi meningkatkan transparansi dan 

efisiensi rantai pasok CPO, terutama bagi petani swadaya yang selama ini menghadapi disparitas harga akibat rendahnya transparansi 

antaraktor rantai pasok (Djatna et al., 2023). Konseptualisasi model kontrak digital untuk rantai pasok sawit swadaya di Riau 

menunjukkan potensi menjembatani transparansi harga sekaligus memperkuat kemitraan antara petani, koperasi, dan pabrik kelapa 

sawit (Djatna et al., 2023). Di sisi lain, platform kolaboratif berbasis metaverse dan digital twin menawarkan peluang untuk berbagi 

pengetahuan dan optimalisasi operasional, meskipun adopsinya masih dibatasi oleh kesenjangan infrastruktur teknis, masalah 

interoperabilitas, disparitas literasi digital, dan ambiguitas regulasi (Judijanto & Nurhayati, 2026). 

Pada aspek pemodelan kebijakan, pendekatan sistem dinamik, model keseimbangan umum terhitung (CGE), model berbasis 

agen, dan analisis rantai nilai semakin banyak digunakan untuk mensimulasikan dampak kebijakan dan mengidentifikasi titik ungkit 

strategis (Rifa'i, 2025), (Kusumadewi et al., 2024). Simulasi pendekatan yurisdiksional di Kabupaten Sintang, misalnya, menunjukkan 

bahwa penerapan kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) dapat menurunkan emisi gas rumah kaca secara 

signifikan, meskipun turut menyebabkan penurunan produksi dan pendapatan dari perdagangan sawit apabila tidak diimbangi dengan 

intensifikasi dan insentif harga premium (Kusumadewi et al., 2024). Metodologi Soft System Dynamic (SSDM) dan model prediktif 

lainnya direkomendasikan untuk pengembangan kebijakan hilirisasi CPO yang lebih responsif terhadap dinamika lapangan (Rachman 

et al., 2024). 

 

 

 

V. KESIMPULAN 
 

Hilirisasi minyak sawit mentah di Provinsi Riau berada pada titik yang menentukan. Kemajuan teknologi khususnya pada 

pemurnian berbasis membran, lean manufacturing, dan valorisasi limbah terus meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan proses 

produksi. Namun demikian, disparitas sosial-ekonomi yang persisten, tantangan lingkungan, dan kerangka kebijakan yang 

terfragmentasi masih membatasi potensi transformatif sektor ini. Integrasi teknologi digital dan pemodelan dinamis menawarkan 

peluang baru, tetapi memerlukan upaya serius untuk mengatasi hambatan adopsi yang signifikan. 
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Pendekatan holistic yang memadukan inovasi teknologi, desain kebijakan yang inklusif, pemberdayaan komunitas, dan 

transformasi digital menjadi kunci untuk mewujudkan manfaat penuh hilirisasi CPO di Riau. Model tata kelola integratif yang 

memadukan transformasi digital dengan pemberdayaan komunitas misalnya penelusuran rantai pasok berbasis blockchain yang 

dipadukan dengan pusat valorisasi limbah berbasis local dapat menjadi model percontohan inovatif bagi pengembangan minyak sawit 

berkelanjutan, tidak hanya di Riau tetapi juga secara lebih luas di kawasan penghasil sawit dunia. 
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